PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMORIBTAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES

hahwa memenuhi pasal ¢ Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor
6 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2008, dan rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Java, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 36835) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75),
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tetang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389},

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tetang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ¥

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelengaran Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
40907,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor $139);

15. Peraturan......
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Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 34 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 358 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2008:

26, Qanun........
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Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2008. tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
Anggaran 2008;

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angggaran 2008;

Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2008
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008;

Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor 26 Tahun 2008
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2008

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2008 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah EBp 4.836.262.961,00,-

b. Dana Perimbangan Rp 312.829.761.951.00,-

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 16.107.213.159,00.-
Jumlah Pendapatan Rp 333.773.238.071,00,-

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1). Belanja Pegawai Bp 75.505.640.430,91.-
2). Belanja Bunga |24 1 R
3). Belanja Subsidi Bipeimpisndaaaynies
4). Belanja Hibah Rp. 6.647.750.000,00.-
5). Belanja Bantuan Sosial 172 5 RPN L e e
6). Belanja Bagi Hasil B arcammennnmnss
7). Belanja Bantuan Keuangan Rp 44.066.329.448.00,-
8). Belanja Tidak Terduga Bp 7.068.145.150,00,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 133.287.865.028,91,-

b. Belanja.......
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b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai Rp 35.132.678.702,00,-
2). Belanja Barang dan Jasa Ep 61.500.975.396,00,-
3). Belanja Modal Rp 71.587.527.061,00,-
Jumlah Belanja langsung Rp 168.221.181.159,00,-

Jumlah Belanja Rp 301.509.046.187,91,-
Surplus/(Defisit) Rp 32.264.191.883,09.-

3. Pembiayaan

4. Penerimaan Pembiayaan Ep 1.275.060.249,00.-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 12.000.000.000,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto (Rp 10.724.939.751,00,-)

4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 21.539.252.132,09

Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues

Pasal 6
Peraturan Bupati Kabupaten gayo Lues ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Blangkejeren

\ Pada tanggal . 14 Desember 2009 M
3 Dzulhijjah 1430 H

BUPATI GAYO Iz

NBNU HASIM
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